
WALIKOTA SEMARANG 

PROVINSI JAWA TENGAH 

KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG 

NOMOR 500.15/138 TAHUN 2024 

TENTANG 

PEMBENTUKAN TIM KEPATUHAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL 

KETENAGAKERJAAN KOTA SEMARANG 

WALI KOTA SEMARANG, 

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 2

Tahun 2021 tentang Optimalisasi Program Jaminan Sosial

Ketenagakerjaan, maka dalam rangka meningkatkan kepatuhan

pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan dan

untuk menjamin perlindungan kepada pekerja, telah ditetapkan

Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 560/601 Tahun 2022

tentang Pembentukan Tim Kepatuhan Pelaksanaan Program

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kota Semarang;

b. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan kepatuhan terhadap

perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, maka Keputusan

Wali Kota sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditinjau

kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu menetapkan

Keputusan Wali Kota Semarang tentang Pembentukan Tim

Kepatuhan Pelaksanaan Program Jaminan Sosial

Ketenagakerjaan Kota Semarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Proinsi Djawa

Timu, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa

Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950

Nomor 45);

2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan

Berlakuknya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun

1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh

Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951

Nomor 4);



3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor

1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

2918;

4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan

Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 5324) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan

Peyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang

Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang

Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6856);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan

Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang

Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten

Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan

Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya

Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah

Tingkat I Nusa Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3097);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara

Pengenaan Sanksi Administrasi Kepada Pemberi Kerja selain

Penyelenggara Negara dan Setiap Orang Selain Pemberi Kerja,

Pekerja, dan Penerima Bantuan luran dalam Penyelenggaraan

Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5481);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara

Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang

Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan

Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5714);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang

Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang

Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716),

sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintan Nomor 60

Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah

Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program

Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5730);



17. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan

Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);

18. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota

Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016

Nomor 14), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota

Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah

Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran

Daerah Kota Semarang Nomor 158);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomro 120 Tahun 2018

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

20. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 93 Tahun 2020 tentang

Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Melalui

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kota

Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor

93);

21. Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 560/216 Tahun 2021

tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Pembinaan Program

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kota Semarang;

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : 

KESATU : Membentuk Tim Kepatuhan Pelaksanaan Program Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan Kota Semarang, dengan susunan keanggotaan 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. 

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas, 

sebagai berikut: 

a. melakukan langkah-langkah agar seluruh pekerja baik penerima

upah maupun bukan penerima upah termasuk pegawai

pemerintah dengan status Non Aparatur Sipil Negara dan

penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) di wilayahnya

merupakan peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial

Ketenagakerjaan; dan

b. melakukan upaya pelaksanaan kepatuhan terhadap

perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kota Semarang.



KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud 

Diktum KESATU berkoordinasi dengan Tim Pelaksanaan 

Pembinaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kota 

Semarang serta bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya 

kepada Wali Kota Semarang. 

KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Wali Kota 

Semarang Nomor 560/601 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim 

Kepatuhan Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 

Kota Semarang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan 

ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kota Semarang. 

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Semarang 

pada tanggal 07 Februari 2024 

WALI KOTA SEMARANG, 

ttd.

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU 

SALINAN disampaikan kepada Yth: 

1. Sekretaris Daerah Kota Semarang;

2. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;

3. Inspektur Kota Semarang;

4. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang;

5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Semarang;

6. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;

7. Anggota Tim yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG 

Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH 
Pembina  

NIP. 19680420 199401 1 001 



LAMPIRAN 
KEPUTUSAN WALI KOTA 

SEMARANG 

NOMOR 500.15/138 TAHUN 2024 

TENTANG  

PEMBENTUKAN TIM KEPATUHAN 

PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN 

SOSIAL KETENAGAKERJAAN KOTA 

SEMARANG 

SUSUNAN KEANGGOTAAAN TIM KEPATUHAN PELAKSANAAN PROGRAM 

JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN KOTA SEMARANG 

NO. NAMA/JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI 
KEDUDUKAN 

DALAM TIM 

1 2 3 

1. Wali Kota Semarang Pembina 

2. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang Ketua 

3. Sekretaris Daerah Kota Semarang Wakil Ketua 

4. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Sekretaris 1 

5. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Semarang Pemuda Sekretaris 2 

6. Inspektur Kota Semarang Anggota 

7. 
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kota Semarang 
Anggota 

8. 
Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan 

Pelatihan Kota Semarang 
Anggota 

9. 
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kota Semarang 
Anggota 

10. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang Anggota 

11. 
Kepala Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan 

Wilayah Semarang 
Anggota 

12. 
Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara 

Kejaksaan Negeri Kota Semarang 
Anggota 

13. Kasubsi Perdata Kejaksaan Negeri Kota Semarang Anggota 

14. 
Kepala Bidang Kepesertaan KSI dan KPS pada Kantor 

Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kota Semarang  
Anggota 

15. 
Pengawas dan Pemeriksa pada Kantor Cabang BPJS 

Ketenagakerjaan Kota Semarang 
Anggota 

16. 
Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jamsostek 

Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang 
Anggota 



17. 

Arlieza Dwi Intan Prastiwi, SH 

Analis Hukum pada Bagian Hukum Setda Kota 

Semarang 

Anggota 

WALIKOTA SEMARANG, 

ttd. 

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG 

Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH 
Pembina  

NIP. 19680420 199401 1 001 
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